BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR [,Y TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

@ Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat
dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab;

‘\ c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
maka dipandang perlu ditetapkan oleh Peraturan
Bupati Mesuji tentang Standar Biaya Kabupaten
Mesuji Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomror 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Gedung Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 Tahun 2006
tentang Taruna Siaga Bencana;

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan
Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam
Kebakaran di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2015 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menetri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

' Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran,
Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran
Republik Indonesia;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan
Daerah;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2019;

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

. 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018
tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesuji;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun
2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Radio Suara Mesuiji;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
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34 Peraturan Bupati Mesuji Nomor 19 Tahun 2015
tentang Pembenan Tunjangan Tambahan Penghasilan
Bagi Guru Ngaji, Guru Pasraman, Guru Tripitaka,
Guru Injl, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan
Marbot Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2015;

35. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok
dan Fungs: Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

36. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Mesuji Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB |
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mesuji.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

3. Bupati adalah Bupati Mesuji.

4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi)

dari suatu barang atau jasa dan honorarium baik secara mandiri maupun

gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah

termasuk pajak.

6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.

7. Satuan biaya merupakan harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan
untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.

o
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10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

Katalog Elcklronik, s

elektronik y

t Nf‘ng Memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang
ertentu dar berbagai Pe
Portal

elektro

t‘lanjutnyu disebut E-Katalog adalah sistem informasi

nyedia Barang/Jasa Pemerintah.

angadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi
' nik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara
nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Tarnif adalah nilaj suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
perhitungan biaya kegiatan.

Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman
perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun
yang bersifat khusus.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah,
selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan melewati batas
wilayah administrasi dan/atau dalam wilayah administrasi dari tempat
kedudukan asal instansi ke tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas kedinasan yang tidak bersifat rutin dan kembali ke tempat
kedudukan semula.

. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu

(pre-calculatted amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya rill (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga
Harian Lepas.

Pelaksana perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga
Harian Lepas.

Tempat kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.

Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke
tempat tujuan.

Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
Sistem Informasi Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SIKD
merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah
dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada
masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah
daerah.

Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutmya
disingkat SIPPKD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah
yang di bagi kedalam aplikasi e-SSH, e-Planning dan e-Budgeting.
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BAB II
RUANG LINGKUP

(1) Standar g Pasal 2
1, Laml)ir:ntugn Harga Sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran
Bupati nj yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

(2) Stan

)di d:; Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
gunakan sebagaj pedoman/acuan bagi OPD/unit kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Tahun 2020

Pasal 3
Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga
Satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak
melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, serta
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan terkait Standar Satuan Harga
yYang mengacu pada Peraturan Pemerintah seperti Bahan Bakar Minyak, Tarif

Dasar Listrik dan Transportasi bersifat real cost atau mengikuti Peraturan
Pemerintah yang berlaku.

Pasal 5
(1)Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang
ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka
Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dapat menggunakan
satuan biaya lain dengan terlebih dahulu mengusulkan perubahan satuan
harga barang yang selanjutnya dilakukan perubahan atas peraturan Bupati
tentang Standar Satuan Harga, disertai dengan:

a. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani

“ diatas materai oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
serta di usulkan kepada Kepala Daerah melalui Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar
(untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan
pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional
dan profesional berdasarkan harga yang berlaku dipasaran
(dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia
barang/jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut
prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

c. Surat pernyataan peraturan perundang-undangan/perhitungan hasil
analisa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b agar dilaporkan
kepada Bupati Mesuji dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan
Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji.
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Pasal 6

ab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam
kan bentuk pertanggungjawaban Pengguna
Al_lggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya
lainnya yang melebihi batas tertinggi dan/atau diluar Satandar Satuan
Harga yang telah ditetapkan.
(2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Surat Pernyataan Tanggungjaw
Pasal 4 ayat (2) huruf a merupa

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal /C (fpher 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY\ TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal It (Olcfober 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

PARAF KOORDINASI

INDRA KUSUMA WIJAYA WAKIL BUPATI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR élf SEKDA

AS1

7).
/

AS 2

AS 3 -
KABAG HUKUM 7 L
KADIS r/

| SEKRETARIS

L \\_.
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